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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kebijakan dalam upaya
memberikan ruang gerak masyarakat di tingkat lokal agar bisa lebih
meningkatkan partisipasi dalam mewujudkan tatanan sosial yang demokratis agar
masyarakat yang berkeadilan dan berkesgjahteraan dapat terwujud. Asumsinya
adalah ketika kekuatan-kekuatan lokal diberi ruang dalam proses politik, akan
terbentuk tata pemerintahan yang baik karena masyarakat lokal bisa
menyelenggarakan pemerintahan sendiri, terjadi partispas publik dan
transparansi. Kekuatan lokal merupakan bagian dari kemgemukan yang akan
mendorong terwujudnya masyarakat demokratis sgauh kesadaran tertib sosial
(civility) merupakan semangat dari penguatan masyarakat warga (civil society)
menjadi pijakan utamanya. Lokalitas akan menjadi destruktif bila negara dan

kekuatan-kekuatan sosial tidak mampu memfasilitasi.'

Meski relasi kuasa pusat dan daerah dalam negara kesatuan berjalan dalam

kerangka demokrasi, tetapi relas kuasa tersebut menjadi isu penting ketika

! Basrowi dan Sukidin, Sosiologi Politik (Bogor: Ghalia Indonesia: 2012) 75
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diletakkan dalam konteks implementasi desentralisasi politik dan administrasi
yang berwujud otonomi daerah.” Dalam hal ini kewenangan desa merupakan
elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak
yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri.
Berdasarkan sgarahnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa memosisikan desa berada di bawah kecamatan dan kedudukan
desa diseragamkan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini
menghambat tumbuhnya kredtifitas dan partisipasi masyarakat desa setempat
karena mereka tidak dapat mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat

dari desatersebut.®

Pada era reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat
mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya
setempat. Undang-Undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa memuat tentang kewenangan
desa. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam
pel aksanaannya sesuai dengan tujuan, yaitu mewujudkan otonomi desa agar desa

dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.*

2 Siti Aminah, Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal (Jakarta: Kencana: 2014) 85
* Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan (Bandung: Pustaka Setia: 2015) 179
*1bid., 179-180



Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 25 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimaksudkan agar
daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut
prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesual dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang
kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pemberian kewenangan otonomi harus berdasarkan asas
desentralisasl dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggung

jawab.?

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam tugas pembantuan dari pemerintah,
pemerintah propinsi, dan / atau pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai
dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia. Bahkan,
pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak
disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia.

Dengan demikian, intervensi dari pemerintah supradesa semakin bisaterkurangi.

Terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sebetulnya ini merupakan
program lanjutan dari dana bantuan desa segjak tahun 1969 yang disediakan oleh

Pemerintah Pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa. Dalam perkembangan

®bid., 180



selanjutnya, ketika mulai diberlakukan otonomi daerah, ADD kemudian

dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).’

Alokas Dana Desa dalam APBD kabupaten / kota dianggarkan pada
bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang
ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Kepaa Desa menggukan
permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepaa Bagian
Pemerintah Desa Sekretariat Daerah Kabupaten/ Kota melalui Camat setelah
dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa
pada Setda Kabupaten/ Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut
lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten/ Kota atau
Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan Setda
atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa
langsung dari kas daerah ke rekening Desa. Mekanisme pencairan Alokasi Dana
Desa daam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan

kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/ Kota.”

Kucuran dana yang besar ke desa tentu akan berpengaruh besar pada
perubahan wagah desa. Tidak sga infrastruktur, tetapi program-program

penguatan ketahanan ekonomi masyarakat juga bisa dikembangkan. Desa akan

® Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press: 2014) 87
 Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan (Bandung: Pustaka Setia: 2015) 143-
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menjadi basis pembangunan. Desa akan menjadi wilayah otonomi yang terkait

langsung dengan kehidupan warga.

Dewasa ini, Kebijakan Alokas Dana Desa telah diimplementasikan
berdasarkan payung hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti
dengan ditetapkannya aturan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah No. 43
Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014, serta
Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa,
memberikan jaminan otonomi kepada pemerintah desa lebih besar dari yang
sebelumnya. Dengan harapan pemerintah desa berperan aktif dalam pembangunan

desa.

Lebih lanjut prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa
berdasarkan ketentuan Permendesa No. 5 pasal 5 Tahun 2015, yakni Prioritas
penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai
tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesgahteraan masyarakat desa dan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, Melalui: pertama,
Pemenuhan kebutuhan dasar, kedua yaitu Pembangunan sarana dan prasarana
desa, ketiga Pengembangan potensi ekonomi lokal dan keempat Pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.®

& Permendesa Nomer 5 Pasal 5 Tahun 2015



Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Desa untuk
mengal okasikan dana perimbangan yang diterima K abupaten kepada Desa dengan
memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam hal ini
Pemerintahan Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses
sosial di dalam masyarakat. tugas utama yang harus diemban Pemerintahan Desa
adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan
sosia yang bak, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang

sgjahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.

Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk
melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan, kinerja
birokrasi yang berorientas pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna
sehingga kinerja pemerintahan desa benar-benar semakin mengarah pada praktek

good gover nance bukan bad governance.®

Untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik
seharusnya diletakkan pada level desa perlu dibangun good governance yang
memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa daam urusan publik,
penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa. Sebab
demokratisasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terbentuk melalui

perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok-kelompok sosial dan forum-forum

° Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Malang: Setara Press. 2014)
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warga serta jaringan antar kelompok, yang bukan sgja untuk keperluan self helf
kelompok, tetapi juga sebagai wahana awareness warga, civic engagement dan
pertisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas. Dengan berbasiskan
pada model ini, maka pembuatan keputusan dan rumusan kepentingan desa tidak
ditentukan oleh €lit desa yang terbatas, melainkan dilakukan oleh komunitas desa

secara partisipatif.'°

Selain itu, dalam konsep good governance, pemerintah desa merupakan
salah satu elemen (stakeholder) dari sekian banyak stakeholder dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan desa. Sakeholder yang lain tersebut adalah BPD
(sebagal representasi masyarakat politik), public sector (elemen masyarakat sipil,
seperti: desa adat, LSM, dan kelompok-kelompok sosial), serta private sector
(elemen masyarakat ekonomi). Dalam pergeseran paradigmatik dari konsep
government ke governance tersebut, maka proses penyelenggaraan pemerintahan
desa seharusnya bersendikan pada trustee (saling kepercayaan), dan partnership
(kemitraan) antar elemen dalam masyarakat (stakeholders). Karena
bagaimanapun, setiap persoadlan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan tidak bisa dipecahkan hanya oleh Pemerintah Desa semata. Oleh
karena itu, Pemerintah Desa harus bekerjasama dengan elemen masyarakat yang

lain berdasarkan prinsip kemitraan.*

“1bid., 30
“lbid., 30-31



Dalam proses implementasi kebijakan alokasi dana desa terjadi interaksi
antara masyarakat dengan instansi penyelenggara pemerintah desa. Faktor yang
menunjang bekerhasilan implementasi kebijakan yang lebih berpihak kepada
kesgjahteraan masyarakat akan terkait dengan interaksi antar aktor yang tercipta.
Dan juga, bahwa kebijakan publik yang paling efektif adalah produk sinergi

interaksional dari beragam aktor atau institusi.

Dari perspektif interakss anggaran dilihat sebagai ruang perebutan
berbagai aktor yang terlibat seperti eksekutif, legisatif dan kelompok masyarakat.
Posisi masyarakat dalam penganggaran masih lemah yang seringkali menciptakan
rumusan anggaran timpang dan pengalokasian anggaran kurang berpihak pada

masyarakat.?

Di lihat dari data yang ada hanya segelintir aktor yang memainkan
peranannya di sistem pemerintahan Desa Gemarang. Terbukti tidak ikut serta
masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol dana desa. Bahkan banyak
masyarakat Desa Gemarang yang tidak mengetahui tentang persoalan dana desa
yang mereka peroleh untuk mensgahterakan desa mereka baik dari sistem,

infrastruktur maupun sumber daya yang ada di Desa Gemarang tersebut.

2 Dwi Hastuti, “Dinamics Of Pro Poor Budgeting (Interaksi Aktor Studi Kasus Pada
Penyusunan Anggaran Pendidikan Di Sleman Tahun 2008-2012)”,( Tesis, tidak
diterbitkan, FISIPOL UGM 7-8



Menurut hasil observasi awa peneliti sebenarnya secara idealnya ada
Pendamping Lapangan di Desa Gemarang namun tidak terlaksana dengan baik.
Karena domisili pendamping lapangan tidak berada di Desa tersebut. Selain
permasalahan tentang Aktor tersebut di atas ada permasalahan krusia yang
menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang alokasi dana desa. Dana alokasi
dana desa yang di bagi kesetiap Dusun yang ada di Desa Gemarang dibagikan
secara merata tanpa harus melihat terlebih dahulu kebutuhan di setiap Dusun.
Karena melihat dari data lapangan di setigp Dusun tentunya mempunyai
kebutuhan yang berbeda pula. Waaupun dibagi secara merata pembangunan yang
ada di Desa tersebut banyak yang terkendala, penyebabnya karena pembangunan
infrastrukur yang dilakukan tidak terfokus pada apa yang dibutuhkan terlebuh

dahulu. Terlebih lagi infrastruktur yang ada di Desa tersebut tergolong jelek.

Jika melihat dari permasalahan tersebut ada keterkaitan yang mendalam,
dimana keberadaan Pendamping Lapangan sangat berguna untuk mengontrol

implementasi alokasl dana desa agar tepat sasaran.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Interaksi Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

(Studi Kasus Di Desa Gemarang K ecamatan Gemarang K abupaten Madiun)”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, serta untuk
menjelaskan lebih lanjut tentang interaksi aktor dalam implementasi kebijakan
alokasi dana desa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.
Maka dalam penelitihan ini, Peneliti mengangkat permasalahan yang dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimanainteraksi aktor dalam implementasi kebijakan aokas dana desa di
Desa Gemarang K ecamatan Gemarang Kabupaten Madiun?

2. Faktor apa sga yang menghambat interaks aktor dalam implementasi
kebijakan alokas dana desa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang

Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalahan yang diteliti, dapat disusun tujuan

penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui interaksi Aktor dalam implementasi kebijakan alokasi dana
desa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang K abupaten Madiun.

2. Memberikan gambaran dan mengidentifikas faktor yang menghambat
interaksi Aktor dalam implementasi kebijakan alokas dana desa di Desa

Gemarang Kecamatan Gemarang K abupaten Madiun.
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D. Manfaat Pendlitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat di ambil dari dilaksanakannya

penelitian ini adalah sebagal berikut:

1. Kegunaan Teoritis
a. Bagi pendliti lain
1) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribus pada pengembangan
ilmu pengetahuan dibidang politik terutama interaksi aktor dalam
implementasi kebijakan alokasi dana desa.
2) Hasl pendlitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan
lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
Universitas Islam Negeri Surabaya untuk memperkaya hasil penelitian. Serta
Memberikan pengetahuan, wawasan dan informasi kepada masyarakat tentang
Interaks Aktor Dalam Implementas Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa

Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.
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E. Definis Konseptual

Interaksi adalah pengaruh timbal balik; saling mempengaruhi satu sama
lain.*® Aktor adalah agency budaya, disatu sisi aktor merupakan penerus nilai-nilai
budaya politik yang tumbuh dan berkembang di ranah lokal. Namun, disisi lain
aktor juga merupakan produsen (kreator) budaya, dimana perilaku politik aktor

mempengaruhi perubahan dan kesinambungan nilai-ilai budaya politik lokal.*

Implementasi kebijakan secara luas didefinisikan sebagai “apa yang terjadi
antara penetapan tujuan yang jelas pada pihak pemerintah untuk melakukan

sesuatu, atau berhenti melakukan sesuatu, dan dampak utama dalam dunia aksi”.*

Alokas dana desa adalah adalah dana untuk desa yang ditetapkan melalui
Peraturan Bupati/Walikota yang paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang

diterima K abupaten/K ota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.®

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

B Windy Novia, kamusilmiah popular (Pustaka Gama: 2016) 211

“ http://digilib.unila.ac.id/2171/9/BAB%20I | .pdf

!5 Frank Fischer, Gerald J. Miller Handbook Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Nusa
Media: 2015), 74

'° PP Nomer 43 Tahun 2014
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Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12)."

F. Metode Pendlitian
1. Lokas Penelitian

Penelitian memilih secara sengaja lokasi penelitian di Desa Gemarang,
Kecamatan Gemarang, Kabuaten Madiun dengan pertimbangan bahwa
Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
Kabupaten Madiun. Alasan memilih lokas penelitian tersebut dikarenakan
Pertimbangan obyektif Desa Gemarang merupakan salah satu dari beberapa
desa di Kabupaten Madiun yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan
alokasi dana desa khususnya pada tahun 2016. Di lihat dari data yang ada
hanya segelintir aktor yang memainkan peranannya di sistem pemerintahan
Desa Gemarang. Terbukti tidak ikut serta masyarakat dalam mengawasi dan
mengontrol alokasi dana desa. Bahkan banyak Masyarakat Desa Gemarang
yang tidak mengetahui tentang persoalan alokasi dana desa yang mereka
peroleh untuk mensgahterakan desa mereka baik dari sistem infrastruktur
maupun sumber daya yang ada di Desa Gemarang tersebut.

Menurut hasil observasi awal peneliti sebenarnya secara idealnya ada

Pendamping Lapangan di Desa Gemarang namun tidak terlaksana dengan

' Adon Nasrullah Jamaludin, Sosiologi Perdesaan (Bandung: Pustaka Setia: 2015) 6-7
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baik. Karena domisili pendamping lapangan tidak berada di desa tersebut.
Selain permasalahan tentang Aktor tersebut di atas ada permasalahan krusial
yang menjadi fokus dalam penédlitian ini yaitu tentang Alokasi dana desa.
Alokasi dana desa yang di bagi kesetiap Dusun yang ada di Desa Gemarang
dibagikan secara merata tanpa harus melihat terlebih dahulu kebutuhan di
setigp Dusun. Karena melihat dari data lapangan di setiap Dusun tentunya
mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Walaupun dibagi secara merata
pembangunan yang ada di desa tersebut banyak yang terkendala, penyebabnya
karena pembangunan infrastrukur yang dilakukan tidak terfokus pada apa
yang dibutuhkan terlebuh dahulu. Terlebih lagi infrastruktur yang ada di Desa
tersebut tergolong jelek.

Pertimbangan subyektif penelitian ini karena keahlian dan disiplin ilmu
peneliti berkesesuaian dengan masalah tersebut, peneliti memiliki kemampuan
teoritik yang memada mengenai masalah tersebut, dan juga waktu dan biaya

pendukung untuk meneliti masalah tersebut dapat dijangkau ol eh pendliti.'®

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data yang

digunakan merupakan data Kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-

'8 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press:
2001), 44



15

angka) melainkan berupa gambaran dan kata-kata® Sedangkan jenis
penelitian ini adalah jenis case study, artinya penelitian ini berangkat dari
studi kasus di lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.
Dimana penulis akan meneliti satu individu atau unit sosia tertentu secara
lebih mendalam. Dengan begitu, penulis berusaha untuk menemukan semua
variabel penting yang terkait dengan diri subyek, penyebab tgadinya hal
tersebut, perilaku keseharian subyek, dan aasan perilaku itu dilakukan, serta
bagaimana perilaku berubah dan penyebab terjadi perubahan perilaku tersebut.
Karena banyaknya informasi yang akan digali dalam penelitian dengan
menggunakan studi kasus ini, dengan sendirinya batas waktu yang dibutuhkan
peneliti cukup lama. Hal tersebut karena peneliti harus mengumpulkan data
tentang kondisi subyek masa kini, Situasi yang sama pada masa lalu, alasan-
alasan mengapa Situasi ataupun kondis subyek berubah, pengalaman subyek
masa lalu, lingkungan sekitarnya, dan yang lebih rumit adalah keterkaitan
faktor-faktor tersebut antara satu sama lainnya.*

Adapun tipe studi kasus yang dipakai adalah studi kasus intrinsik,
dimana studi kasus ini menekankan pada pemahaman (verstehen) yang

mendalam terhadap kasus tunggal yang disebabkan kasus tersebut menarik.

9 Jalaluddin Rahmat, Metode Pendlitian Komunikasi, (Remaja Rosdakarya, Bandung:
2000) | 36.
> Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial ( Erlangga, Jakarta: 2009) 57-58
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Untuk menekankan pada kepentingan intrinnsik dan menghilangkan

generalisasi, sertatidak dimaksudkan untuk membentuk teori baru.*

3. Fokus Penelitian
Sebagai mana yang digambarkan dalam perumusan masalah dan tujuan
penelitian, maka fokus penelitian ini adalah:
a Interaksi Aktor dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di
Desa Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.
b. Faktor yang menghambat dalam interaksi Aktor dalam implementas
kebijakan alokasi dana desa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang

Kabuparten Madiun.

4. Sumber Data
Sumber data yang pertama yaitu primer, dalam ha ini adalah
informan, yang dimaksudkan informan dalam penelitian adalah segenap
jgaran perangkat desa. Selain itu, informan yang juga dirasa representatif
dalam pendlitian ini.
Adapun informannya adal ah:
1. Kepala Desa Gemarang, Ibu Suprapti dimana biasanya diwakilkan oleh

Wisang Wijaya selaku PLT Sekretaris Desa, Koordinator PTPKD, Kabid

*Ibid., 58
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Pemerintahan. Informan ini berguna untuk pemenuhan data tentang
implementasi dari pihak Eksekutif.

2. Ketua BPD Desa Gemarang, Bapak Purwadi selaku ketua BPD Desa.
Informan ini berguna sebagai representasi masyarakat politik.

3. Sektor publik (elemen masyarakat sipil, seperti: tokoh masyarakat, LSM,

dan kelompok-kelompok sosial)

Juga seluruh perangkat Desa Gemarang. Tidak lupa elit politik lainnya
yang juga bisa dijadikan informan adalah mereka yang memang tidak masuk
kepengurusan perangkat Desa Gemarang tetapi memiliki pengaruh besar

terhadap Desa Gemarang.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan
Sampling Purposive, artinya teknik penentuan sumber data dipertimbangkan
terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan

kriteriaterpilih yang relevan dengan masalah penelitian.?
a Sekunder

Yang kedua ini adalah sumber sekunder. Karena sesuatu dan lain hal,
peneliti tidak atau sukar memperoleh data dari sumber data primer, dan

mungkin juga karena menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sukar

2 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial lainnya, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007) 107
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data itu didapat langsung dari sumber data primer. Oleh karena itu, sumber
data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang
diharapkan. Begitu pula pada keadaan semestinya yaitu sumber data primer
dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data sekunder dapat
membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebaga bahan
pembanding.”® Dalam pendlitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah
literatur dan dokumentasi. Sumber literatur adalah referensi yang digunakan
untuk memperoleh data teoritis dengan cara mempelgari dan membaca
literature yang ada hubungannya dengan kajian pustaka dan permasalahan
penelitian baik yang berasal dari buku maupun internet seperti jurnal online
dan artikel jurnal atau koran yang memuat berita tentang implementasi
kebijakan. Sedangkan untuk dokumentasi sebagai tambahan, dimana bisa

berupa arsip Desa, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain
diperoleh dengan cara:
a. Metode observasi non partisipan, Peneliti mengamati fenomena yang
relevan dengan pokok bahasan peneliti, yakni mengenai Interaksi Aktor
Dalam Implementasi Kebijakan Alokas Dana Desa Di Desa Gemarang

K ecamatan Gemarang K abupaten Madiun.

2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan
Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press: 2001) 129



19

b. Adapun observas yang dilakukan pendliti termasuk dalam jenis observasi
terus terang atau tersamar. Dalam ha ini peneliti daam melakukan
pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa
sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak
awval sampa akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat
peneliti jugatidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk
menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih
dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka
pendliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.**

c. Metode wawancara, Pendliti langsung terjun ke lapangan, dengan cara
menanyakan terhadap informan terkait interaksi aktor dalam implementasi
kebijakan aokasi dana desa di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
Kabupaten Madiun. Daam penelitian ini peneliti menggunakan
wawancara semiterstruktur, dengan tujuan dari wawancara jenis ini adalah
untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang
digiak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan
wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa

yang dikemukakan oleh informan.”

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan
R&.D, (Bandung: Alfabeta: 2012) 312
% |bid., 320
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d. Metode dokumentasi, Dalam penelitian ini, menggunakan dokumen yang
berbentuk tulisan berupa peraturan dan atau kebijakan sebagai bahan bukti

data yang relevan dengan penelitian.

Informan
Informan yang dipilih oleh peneliti dari pihak pemerintah pelaksana
implementasi kebijakan alokas dana desa Desa Gemarang, Kecamatan
Gemarang, Kabupaten Madiun adalah:
a. Bapak Wisang Wijaya (PIt. Sekertaris Desal/ Kabid Pemerintahan/ Ketua
PTPKD)
b. Bapak Purwadi (Ketua BPD)
c. Ibu Sri Kanis (Anggota BPD)
d. Bapak Santuso (Ketua RT)

e. Bapak Yahmo (Masyarakat)

Sebagaimana informan dari pihak elit pemerintah Desa Gemarang,
Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, informan dari pihak masyarakat
Desa Gemarang juga dipilih dengan sengaja. Adapun informan yang dipilih
dari pihak masyarakat Desa Gemarang adalah Bapak Parni (Tokoh

Masyarakat)
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7. Teknik AnalisaData

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode atau model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama,
yaitu dengan menggunakan Reduksi Data, penygjian data, dan penarikan
kessmpulan/ verivikasi. Yang pertama pengumpulan data yakni pendliti
melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik
pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data
melibatkan sis aktor (informan), aktifitas, latar atau konteks terjadinya
peristiwa. Sebagai “alat pengumpul data” (konsep human instrument), peneliti
mengelola waktu, yang dimiliki, menampilkan diri dan bergaul di tengah
masyarakat yang dijadikan subyek penelitiannya®®, yang kedua reduksi data,
dapat diartikan sebagal proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis dari lapangan.?” yang ketiga penyajian data, dimana
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kessmpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penygian data
ini, peneliti memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Dan yang keempat verivikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknal

2 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Social Pendekatan Kualitatif Dan
Kuantitatif (Erlangga: Jakarta 2009)147-148
7 |bid., 150
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sebagal penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian marti data

disini tentu saja sejauh pemahaman dan interpretasi yang dibuat peneliti.”®

8. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a

Perpanjangan keikutsertaan, disini keikut sertaan peneliti  sangat
menentukan dalam pengumpulan data. Kelkut sertaan tersebut tidak hanya
dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan
keikutsertaan pada latar penelitian.

K etekunan/keajegan pengamatan, peneliti disini mencari secara konsisten
interpretasi dengan berbagal cara dalam kaitan dengan proses analisis yang
konsisten atau tentatif.

Triangulas, teknik keabsahan dataini peneliti memanfaatkan sesuatu yang
lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu.

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dimana peneliti mengekspos hasil
sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan
rekan-rekan sejawat.

Uraian rinci, peneliti melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya
itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks

tempat penelitian diselenggarakan.?

*Ibid.,

151
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G. Pendlitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan penygjian yang telah
ada, ditemukan karya ilmiah baik berupa skripsi, thesis, dan buku yang sealur
dengan tema kajian penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan

penelitian ini adalah:

1. Surya Kusuma, Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Sudi
Kasus Di Desa Snduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Seman), 2010. Tesis.
Program Studi S2 Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada. *

Hasil: Dalam proses pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di
Sinduadi masih terdapat kondis dilematis atau inkonsistensi, seperti
penyaluran ADD yang seharusnya 4 (empat) kali turun ke desa atau
pertriwulan menjadi 2 (dua) kali atau persemester. Keterlambatan pihak
kabupaten dalam memberitahukan kepada desa jumlah dana ADD yang akan
diterima. Pelaksanaan kegiatan yang tidak melalui musyawarah, dan tidak
sesuainya rencana penggunaan ADD dengan Laporan Pertanggung
jawabannya. Dalam proses pelaksanaan kebijakan ADD di desa Sinduadi
juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun

penghambat/menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ADD. Faktor

# Lexy J. Moleong, Metodologi Penlitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
2009) 327-337

*® Surya Kusuma, “Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di
Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman), 20107, (Tesis tidak diterbitkan,
program studi S2 Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada)
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tersebut adalah : faktor sumber daya yaitu sumber daya manusia maupun
sumber daya financial, faktor komunikasi yaitu sosidiasasi kebijakan, dan
faktor peran BPD Sinduadi dalam proses pelaksanaan kebijakan Alokasi
DanaDesa (ADD).

Fokus pembahasan dalam tesis ini tentang proses implementasi dan
pelaksanaan kebijakan Alokas Dana Desa (ADD) di Desa Sinduadi
berdasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 23/Per.Bup/ Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa.

Jadi perbedaan thesis tersebut diatas dengan penelitian yang akan
penulis lakukan adalah dari fokus pembahasannya. Fokus pembahasan yang
akan pendliti lakukan adalah tentang interaks Aktor dalam implementasi
kebijakan aokas dana desadi Desa Gemarang.

2. Nama Mohammad Zan A Gafur, Inkonsistenss Penerapan Good
Governance Dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Sudi Di
Desa Marasipno Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur),
2011. Tesis. Program Studi S2 Magister Administrasi Publik, Universitas
Gadjah Mada®

Hasil: proses perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di

Desa Marasipno masih sangat jauh dari prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi

** Mohammad Zain A Gafur, “Inkonsistensi Penerapan Good Gover nance Dalam
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Marasipno Kecamatan Maba
Tengah Kabupaten Halmahera Timur), 20117, (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi S2
Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada)
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Dana Desa. Tidak jalanya prinsip pengelolaan Alokas Dana Desa dari
tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat dilihat dari kurang
partisipasi, transparans ,akuntabilitas dan kesetaraan dari masyarakat luas
yang berkepentingan dalam pengelolaan Alokas Dana Desa di Desa
Marasipno. Ketidakserasian antara perencanaan dan pelaksanaan dalam
pengelolaan ADD disebabkan juga karena kurangnya kesadaran masyarakat
atas pentingnya kebijakan tersebut serta sikap apatis dari aparat pemerintah
desa dan tidak adanya relevans keberadaan Desa Marasipno sebagai
penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan
Alokasl Dana Desa.

Daam tesis ini dipaparkan mengena implementasi kebijakan dari
sudut pandang good governance. Jadi perbedaan tesis tersebut di atas dengan
penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada implementasi kebijakan
dari sudut pandang good governance. Sedangkan penelitian yang akan
penulis lakukan dengan melihat interaksi Aktor dalam implementas

kebijakan alokasi dana desa di Desa Gemarang.

H. Sistematika Penulisan
Dalam pembahasan penelitian ini diuraikan menjadi beberapa bab dan sub
bab untuk memudahkan dalam penulisan dan mudah untuk dipahami secara

runtut. Adapun sistematikanyaterdiri dari limabab sebagai berikut:
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BAB | :Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian, metode penelitian,
penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan

BAB Il : Beris tentang Kajian Teori atau Kerangka Konseptual yang akan
menjelaskan tentang teori aktor, teori implementasi atas-bawah dan teori good
governance.

BAB Ill: Setting penelitian yang meliputi setting lokasi, interaks aktor
dalam implementasi kebijakan aokas dana desa di Desa Gemarang Kecamatan
Gemarang Kabupaten Madiun.

BAB 1V : Penygjiian dan analisis data. Bab ini akan menjelaskan tentang
anaisa interaksi Aktor dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa
Gemarang Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dan faktor penghambat
dalam interaks aktor dalam implementasi kebijakan aokasi dana desa di Desa

Gemarang Kecamatan Gemarang K abupaten Madiun.

BAB V: Penutup, yang berisi kessmpulan dan saran.



